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• Menimbang:

Mengingat:

GUBERNURGORONTALO

PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO
NOMOR 3 TAHUN2013

TENTANG

PENGELOLAANSAMPAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
!

GUBERNURGORONTALO,

~'i; "~!Fi '.f)

a. i q~hwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ~~ruf a Undang-Undang
I ~tl': '~<,1

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelola~h sampah memberikan
',., ~H, .

wewenang kepada Pemenntah Provins! untuk menetapkan

I, kebijakan dan strategi dalam,pengelolaan sampah;
I' . ,

b. bahwa pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan
I Iingkungan dt wilayah Provihsi Gorontalo merupakan bagian dari

fungsi pelay~nan pemerin~han terhadap masyarakat dalam
;1 .

meningkatka~ kualitas Iingkungan dan kehidupan masyarakat yang
lebih sehat! serta membkri manfaat kesejahteraan bagi

I masyarakat; i !

c. i bahwa dalam:upaya mening~tkan pengelolaan sampah di wilayah

I Provinsi Gotontalo, pem~rintah Provinsi perlu melakukan

pembinaan, ;pengawasan dan koordinasi antara Pemerintah
! ~

Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
! t

d. i bahwaberdaSarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

; huruf a, huruf b dan huruf ~, perlu membentuk Peraturan Daerah

~entangPengelolaanSampah; '\i- ;;.
q\:.: , : :~1:

1. : UJndang-UndahgNomor 8 Tahun 1981ff!Tentang Hukum Acara
;-:.-, \q~j:

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
;

76, Tambahan Lembaran NeQaraRepublik Indonesia Nomor 3209);
2.:' Undang-Undang Nomor 3 ;Tahun 1992 tetang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja; (Lembaran N~gara Republik Indonesia Tahun 1992
, i

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

I Nomor 3468);, --J



3.! Undang-Unda~g Nomor 38 iTahun 2000 tentang Pembentukan
I I

Provinsi Gorol)talo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4060); ;
I
! 0

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
: I

(Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara,Republik Indonesia Nomor 4247);
, , i I ','0'

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

I (Lembaran N~gara Republik; Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara IRepublik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 0Tahun 2004 tentang Pemerintahan

I
Daerah (Lemb~ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagalmana telah t>eberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undar:-gNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
,

8. I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

sampah (Lembaran Negar? Republik Indonesia Nomor 69,"

T~mbahan Lembaran Negara Republik IndoHesia Nomor 4851);
I ',''*9. I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

«Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10J Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hi,dup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

, ,, ,
I Republik Indonesia Nomor 5059);

11~ Undang-Unda?g Nomor 12: Tahun 2011 tentang Pembentukan
I

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
, I

Indonesia Ta~un 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

i Republik IndoJ;lesiaNomor 5~34);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

o I

KeuanganDaerah {Lembara:"NegaraRepublikIndonesia Ta~

i I
I



I j
2005 Nomor 1~, Tambahan'Lembaran Negara Republik Indonesia

I 4503); T I
I

13. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
! ,i !
I dan: Penga~asan PenyelEmggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran N~ara RepublikI Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
: I I

Tambahan Lerrbaran Negara:Republik Indonesia Nomor 4593);
14.1 Peraturan pe~erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan anta~a Pemerintah Daerah ,Provinsi dan,
;

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
,I i

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Rep~blik Indo~esia 4737);
, I

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara
I Kerjasama Daerah (Lembar~n Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 1i12,Tambahan ;Lembaran Negara Republik Indonesia

4761);, ,I, ,',
,:, i I',", ','

16,1 P~raturan Pernerintah Nomor 81 Tahun 20~;2tentang Pengelolaan
r"' ';"

sampah Rumrh Tangga d9n sampah 5ejenis sampah Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

I 188, Tambaha,nLembaran Negara Republik Indonesia 5347);

17. Peraturan Daerah Nomor ~ Tahun 2004 tentang Pengelolaan
i I I

f Ungkungan Hldup di Provinsl Gorontalo (Lembaran Daerah Nomor

4Tahun 2004iseri E); I
18. Peraturan Daerah Nomor 4, Tahun 2011 tentang Rencana Tata

I Ruang wilay~h (RTRW) Prbvinsi Gorontalo (Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2011 seri 2);
I

;

Dengan Persetujuan Bersama

! ' 1

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO
dan i

I I
GUBERNURPROVINSIGORONTALO

I '

MEMlffUSKAN

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPENGELOLAANSAMPAH
I i I

I :



BAB I
, i
KETENTUAN UrylUM
I •

J

Pasall i

I ~
DaJamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

, I, '
1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo
2. Pemerintaham Daerah adalah penyeleng:garaan urusan pemerintahan oleh

I • ~ !

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomidan tugas pembantuan
. I ,

dengan prinSip otonomi selu~s-Iuasnyadalah, sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud:dalam Undang-Undang Dasar Negara
I I I

Republik Indbnesia Tahun 1945 :
, I l

Pemerintah Daerah adalah Pehlerintah Provil,si dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

DPRDadalah!Dewan perwakilrn Rakyat Daer:ahProvinsi Gorontalo.

Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
I

sampah ada/ah sisa kegia~n sehari-hari tnanusia dan/atau proses alam yang

berbentuk p~dat yang terdiri Iatas sampah r~mah tangga maupun sampah sejenis

sampah rumah tangga;
7. sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari keglatan seharl-harl

dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
i I I

8. sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal

dari kawasah komersial, t<awasan industd, kawasan khusus, fasilitas umum,

fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya; .
i : I

9. sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau

volumenya memerlukan pengelolaan khusus:

10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampa~;
11. Jenis sampah adalah membedakan sa'mpah berdasarkan komposisi dan

karakteristik; j

12. Komposisi sampah adalah perbandingan ~mpah berdasarkan jumlah/volume,
karakteristik,' dan/atau sumber sampah; I

13. sampah org~nik adalah sampah yang men~alami pelapukan karena proses alam
dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik;

14. sampah anor:ganikadalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses
alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain;

: i I
15. Orang adalatl orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;
16. Badan adalah badan usah~ yang ber~ntuk perseroan terbatas, perseroan

komanditer, . perseroan lainnya, badan iusaha milik negara' atau daerah,
I: :

persekutuan, perkumpulan, fi~ma, koperasi, yayasan atau organisasi'sejenis
I,

3.
4.
5.
6.



17. Penghasil sa':Tlpah adalah setiap orang ~an/atau akibat proSes alam yang
I I

menghasilkan timbulan sampah;

18. Pengurangan: sampah adalah rangkaian !upaya mengurangi timbulan yang
, r

dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk sampai berakhirnya kegunaan

produk dan/~tau kemasan ~roduk sampai! saat berakhirnya kegunaan produk

dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah,
, I

memanfaatkan kembali timbul~msampah, dan mendaur-ulang sampah;

19. Membatasi tillilbulan"sampati adalah upaya m~minimalkan timbulan sampah melalui

penggunaan 9ahan produksi lrIntuk menghaSrilkanproduk dan/atau kemasan yang

sedikit mungkin menimbulkan sampah, pe~ggunaan produk dan/atau kemasan

yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, dan penggunaan produk dan/atau
1 : I

kemasanyang ramah Iingkungan;
20. MemanfaatkaJ;lkembali sampah adalah serangkaian program untuk menggunakan

ulang sampah sesual fungsinya dan/atau mengambil bagian dari sampah yang
: " I

masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu;

21. Mendaur-ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi
1 '1 I

barang yang berguna setelah melalui suatu proses terlebih dahulu;
22. Prasarana adalah sesuatu yahg merupakani penunjang utama terselenggaranya

suatu proses;. i '

23. Sarana adala~ segala sesuatJ yang dapat ~npakaisebagai alat dalam mencapai

maksud dan t~juan; .! i
24. Penanganan sampah adalah rangkaian •upaya yang meliputi pemilahan,

, . I I
pengumpulan~pengangkutan,.pengolahan dan pemrosesanakhir sampah;

25. Pemilahan adalah upaya pen~nganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan
I 'I I

pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
;

26. Pengumpulani adala~ upaya pEmanganansarppah dalam bentuk pengambilan dan

pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara

atau tempat pengolahan sampah terpadu;
27. Pengangkutan adal~h upaY9 penanganan: sampah dalam bentuk membawa

, .
sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampunggn sementara atau dari
tempat pengolahan sampah terpadu menuju ~e tempat pemrosesanakhir;

28. Pengolahan ~dalah upaya "penang~man Fmpah dalam bentuk mengubah

karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;'

29. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya lpenanganan sampah dalam bentuk

pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan :sebelumnya ke media
, !

Iingkungan secara aman;

30. Tempat penarnpungan seme~tara adalah t~mpat sebelum sampah diangkut ke
I I

tempat pendauran ulang, pengolahan da"/atau tempat pengolahan sampah

terpadu; I J



, I i
31. Tempat pengolahari sampah! terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan

I '

pen9umPUlanr:pemilahan, penggunaan ulan~, pendauran ulang, pengolahan dan

kh' I 'pemrosesanaIr; "
, . i

32. Tempat pemr;osesanakhir a~alah tempat untuk memroses dan mengembalikan
I .

sampah ke m~ia Iingkungan ~ra aman bagi manusia dan Iingkungan;
, , ,

33. Karakteristik ~mpah adalah sifat-sifat sampah yang meliputi sifat fisik, kimia dan

biologis;

34. Sifat sampah adalah meliputi ~ifat fisik (kera,s, lentur, kaku, lunak), kimia (mudah
I I ;

terbakar danmudah terurai), dan biologis (m'udahterurai);

35, Produsen adalah pelaku usa~a yang memproduksi barang yang menggunakan, ,

kemasan, mendistribusikan b~rang yang menggunakan kemasan dan berasal dari
, I I ,

impor, atau menjual barang ~engan menggunakan wadah yang tidak dapat atau

sulit terurai o\eh proses alam;
I I

36. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi
I

dan/atau dim~nfaatkan orang isecaraluas;

37. Kemasanadalah wadah dan/atau pembungkLissuatu barang;
I ,i I

38. Sumber sampah adalah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah

rumah tangga yang dapat dirnanfaatkan k~mbali, dapat di daur ulang dan/atau

d~~~ I

39. Kompensasi Dampak Negatif (KDN) adalah pbmberian imbalan kepada masyarakat

yang terkena idampak negatif !yangditimbul~n oleh kegiatan penanganan sampah

di tempat pemrosesanakhir;

40. Kompensasi Jasa Pelayanan (kJP) adalah b~saran biaya yang wajib dibayar oleh

penerima layanan kepada pelT;lberilayanan.
: I

"
I

. ~.

i
BAB II I

,RUANGUNGKUP
I I

Pasal2 :
, " I

(1) Sampah yanJ dikelo!laberdaJrkan peraturan daerahini terdiri atas:

a. Sampah!rumah tangga I I
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga i

, I !

! l l
c. Sampah spesifik; :

(2) sampah rum~h tangga sebag~imana dimaks;udpada ayat (1) huruf a berasal dari

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga~ tidak termasuk tinja dan sampah
, I

spesifik. ' ;

J



: i

I Ii I

(3) sampah sejeryissampah rumar tangga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf
b berasal darl kawasan komersial, kawasan kt,usus, fasilitas sosial, fasilitas umum,

dan/atau fasil~taslainnya. i I
I ' ,

(4) sampah spes~fiksebagaimanafdimaksudpad~ ayat (1) huruf c meliputi:
I .' , .

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; .
b. sampah y~ng m~ngandung Iimbah bahanjberbahaya dan beracun;

: 'I :
c. sampah yang timbul akibat bencana; .

I .

d. puing bO~gkara~bangunar;
e. sampah yang'secara teknnlogi belum dapat diolah; dan/atau

I 1 I

f. sampah ~ang timbul seca~ tidak periodik:. .

BABIII
PPASDANTUJ~AN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal3

; . . .

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas: : ! . .
berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan,

i

asas kesadaran, (;lsas kebersama~n, asas keseiamatan, asas keamanan, asas nilai
, '

ekonomi. ' I, i
Bagian Kedu~

Tujuan

Pasal4

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk
!

menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah iyang berkelanjutan dan berwawasan

Iingkungan untuk :meningkatkan krsehatan maS'tlarakatdan kualitas lingkungan serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan masyar~kat. I

BABIV
KEBIJAKANPENGELOLAANSAMPAH, !

i PasalS j

, I

(1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan samp~h, Pemerintah Provinsi menetapkan
I . ii,

kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah dengan
menyeSuaika~nya qengan kdndisi daerah ~an mengacu kepada Kebijakan dan

. I ,

Strategi Dae'fh Pengelolaan~mpah. J



! I !
(2) Kebijakan da~ strategi daerah! dalam pengelolaan sampah meliputi:

a. Arah da~ kebijakan pehghematan ~nggUnaan sumber daya alam dan

pemanfaatan kembali sumber daya alam di daerah.
I I 'i ' I

b. Target penanganan dan: pengurangan I sampah untuk setiap kurun waktu

tertentu. i
c. Prioritas I jenis sampah. yang akan, menjadi target penanganan dan

I I I

pengurarlgan sa'mpah meliputi sampah organik yang dapat dibuat kompos dan

sampah anorganik. I
I ,

d. Dalam ""enetapkan kebljakan dan ~ategi daerah pengelolaan sampah
Ii:

sebagaimana dimaksud d~lam ayat (1) harus didasarkan pada data informasi
i ' '

sampah ~ang lengkap dan akurat
I I I

(3) Kebijakan dafl strategi peng~lolaan sampah: daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditet1Pkan dalam jan~ka pendek, m~nengah dan jangka panjang.

(4) Kebijakan dar strategi pengi'o'aan sampahl daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), aya~ (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

i : I I

: BABV i
PENYELENGQ\RAAN PENGE~OLAAN SAMPAH

i

! i
: Bagian Kesatu

Pengurangan sar;npah
! I

Pasal6

(1) Pengurangan, sampah meliputi:
, '

I

a. Pembatasan timbulan sampah;

b. Pendauran ulang sampah; dan/atau

c. Pemanfaatan kembali sampah. ,

(2) pengurangan
i

sampah sebag~limana dimat<Jud pada ayat (1) dilakukan dengan

J

cara: I
a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang

dan/atau1 bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau

b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari prbduk dan/atau
, I

f ! i

kemasan. yang sudah digunakan. '

Setiap orang dan/atau p~odusen wajibi melakukan pengurangan sampah

sebagaimana, dimaksud pada ayat (1); dengan memperhatikan peraturan
I I I

perundang-undangan. i I

(3)



,

(4) Ketentuan lepih lanjut meng~nai tata cara: pengurangan sampah sebagaimana

dimaksud p~da ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan
I I i

perundang-undangan.! !

I

, Bagian Kedu$
I I

PembatasanTimbulari sampah
i

Pasal7 i

(1) Produsenwajib melakukan peh-tbatasantimbblan sampah dengan: .

a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai
i ! I

bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

b. Menghasi:lkanproduk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh

proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
Ii:

(2) Setiap orang wajib mel~kukan pemb~tasan timbulan sampah dengan

menggunakam bahan yang ~apat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau
I . 1 I

mudah diuraioleh proses alam.

(3) Ketentuan IJbih' lanjut mehgenai kegi~tan pembatasan timbulan sampah

sebagaimanal dimaksud pad~ ayat (1) da~ ayat (2)mengacu pada ketentuan
I! . .

peraturan perl,undang-Undangan.
, I I

I Bagian Ketig~
PendauranUlang sampah

i I
I i

Pasal8
I

I I
(1) Produsenwajib melakukan pendauran ulang Sampahdengan:

a. Menyusun program pendauran ulang !sampah sebagai..bagian dari usaha

dan/atau .kegiatannya; , I

b. Menggunakan bahan bak~ produksi yand dapat didaur ulang; dan/atau

C. Menarik ~embali sampah ~ari produk da~ kemasanproduk untuk didaur ulang.
(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimanadimaksud pada ayat (1),

• I l .

produsen dapat menunjuk pihak lain.
(3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

~ ! .

(2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
(4) 5etiap orang;dan/atau produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah yang

I ' .

dihasilkan dengan cara menarik kembali sampah dari prodlJksi dan/atau kemasan

yang tidak dapat atau sulit teturai untuk did~ur ulang dan/atau diguna ulang.



I

. i ,
(5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk rnenghasilkan kemasan bahan pangan

iii

dan/atau kemasan lainnya, pelaksanaannya!wajib mengikuti ketentuan peraturan

perundang-Urdangan di bidaig pengawasaniobat dan makanan....

,
; i Bagian Keempat

PemanfaatanKembali sampah

Pasal9 i
: J ~ IIi,

, I

(1) Produsenwajib melakukan p~manfaatan kerJ:Ibalisampah dengan:
a. Menyu~un rencana dan/iatau program pemanfaatan kembali sampah sebagai

I

bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuaidengan kebijakan dan strategi

pengelolaan sampah;
b. Mengg4nakan bahan ba!<uproduksi yang dapat diguna ulang; dan/atau

! ! !
c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna

ulang. ;
(2) Setiap orang, wajib memanfaatkan kembali ,sampah ~cara aman bagi kesehatan

manusia dani Iingkungan. I I.
(3) Ketentuan lebih lanjut m~ngenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah

I I I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada ketentuan

perundang-uhdangan.; I

BAB VI
P~NANGANAN S~MPAH

Bagian Kesatu
l' Pemilahani

I
Pasal10 i

I ,
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana pemilahan

sampah,' se~ melakukan Jemilahan samhah rumah tangga dan/atau sampah

sejenis sam~lahrumah tangga secara aman bagi kesehatan dan Iingkungan.
, I I

(2) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga, sampah sejenis
I I I .

sampah rumah tangga dan/atau sampah sp~sifik secara aman bagi kesehatan dan
: ( I

Iingkungan mulai dari hulu sa,mpaihilir.
(3) Pengelola k~wasan permukirhan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasil,itas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan
, I I

prasarana dan sarana pemilahan sampa~ secara aman bagi kesehatan dan
, ~ I

Iingkungan. i ' I
I

(4) Ketentuan lebih lanjut me~genai pemila~an sampah rumah tangga, sampah
I

sejenis sampah rumah tangga dan/atau: sampah spesifik. se<:ara aman bagi

J



serta

-J

j

T

kesehatan dc;lnlingkungan sebagaimana di~aksud pada ayat (1) dan (2) mengacu
I I !

pada ketentuan perundang-urdangan. !

I I
, Bagian Kedlia

P~ngumpulan~mpah
I ;

,
Pasal11 !

I

(1) Pemerintah I Kabupaten/Kota[ wajib meny~diakan sarana dan prasarana serta

melakukan pengumpulan sart;lpahyang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
ii, .

(2) 5etiap orang wajib meJakukanpengumpuJansampah secara aman bagl kesehatan

dan lingkungan. !
(3) Pengelola kawasan permukirrtan, kawasan ,komersial, kawasan industri, kawasan

I , . . .

khusus, fasiJitas umum, fasiJitas sosial, dim fasiJitas lainnya' harus melakukan

pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
iI,: . ,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacli pada ketentuan

. , I

perundang-undangan.

Bagian Ketiga
P~ngangkutan~mpah

, .

Pasal12 I

(1) Pemerintah: Kabupaten/Kotai wajib menyerdiakan sarana dan prasarana serta
: i

melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(2) Pengelola kC:lwasanpermukir;nan, kawasan ikomersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas umum, fasiJitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan

pengangkutan sampah secara aman bagi keSehatandan Jingkungan..

(3) Ketentuan I~bih lanjut meng~nai syarat pengangkutan sampah secara aman bagi
~ I I

kesehatan dan Iingkungan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

mengacu paCtaketentuan pe~undang-undangan.

: I
i. I

Baglan Keempat
pengolahan sarrpah
I ;
,.

Pasal13 I

(1) Pemerintah provinsi dalam pengolahan sa~pah lintas daerah dapat menyediakan
I

sarana dan. prasarana pengolahan sampah yang aman bagi kesehatan dan
1 I ! .
! I i

lingkllngan; : ' I

(2) Pemerintah 'I Kabupaten/Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana
I I

melakukan.~engolahan sampah yang aman ~agi kesehatan dan Iingkungan
! I ; .
if!



• : I .
(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan kbmersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasili~s umum, fasil\tas sosial, da? fasilitas lainnya dapat melakukan

pengolahan ~mpah secaraa~an bagi kesehatan dan Iingkungan;
\ ;
I ; i

(4) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu harus sesuai dengan

rencana tata '}lang wilayah Ka~upaten/Kota~ang ditetapkan;

(5) Dalam penetapan lokasi tempa:t pengolahan sampah terpadu mempertimbangkan:
; I I

a. Jenis usatla; I !
b. Kapasitasusaha;

I
c. Dokumen Ungkungan.

, I

(6). Ketentuan leb,h lanjut mengenai pengolahanisampah secara aman bagi kesehatan
, 1 I

dan IingkungCi!nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

mengacu pad~ ketentuan peruhdang-undang~n.

Pasal14 i

, '
I ' I

(1) 5etiap orang 'yang melakukan pengolahan Sampah'wajib menghasilkan produk
I . " ,

yang aman b~gi kesehatan da~ Iingkungan; I
(2) 5etiap orang yang melakukan usaha pengolahan sampah wajib menghasilkan

I i

produk yang memenuhi baku mutu bahan berbahaya dan beracun yang ditetapkan

oleh Pemerintfh; i I
(3) Setiap produk yang tidak merhenuhi persyaratan sebagaimana.dimaksud ayat (2)

dapat:
a. Diprosesdi tempat pemrosesanakhir

b. Dijadikan bahan bakar.

Bagian Kelima
PemrosesanAkhir 5ampah

Pasal15 i '''I

J

(1) Pemerintah :Provinsi memfasilitasi pemqangunan sarana dan prasarana

pemrosesan akhir sampah lintas daerah yang aman bagi kesehatan dan
. I

Iingkungan; I

(2) Pemerintah KCi!bupaten/Kotaw,ajibmenyedia~ansarana dan prasarana pemrosesan
I ' !

akhir sampah yang aman bagi;kesehatan dan,Iingkungan;

(3) Pemerintah K:abupaten/Kotawajib melakuk~n pemrosesan akhir sampah secara,
, '

aman bagi ke~ehatandan Iing~ungan;

(4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
: I 1, , I

khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan

pemrosesana,khirsampah secrra aman bagi ~esehatandan Iingkungan;

T



J

/

f

Pasal16
:
I
I ,

(1) P~rtlerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah wajib
. I '

menerapkan slstem: I i

a. Control la~dfill;

b. sanitary landfill;.

c. Insinerasij

d. Pemanfaatanbiomassaatau;
! I

e. Pemanfaatangas metan.
,

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan sistem sebagainiana dimaksud
, ,

pada ayat (1) iwajib memenuhii:
a. Bakumutu Iimbah cair;

b. Bakumutili air Iimbah; j

c. Baku mutu Iimbah berbahqya dan beracun;
I I I 1

d. Baku mutu emisi udara. I

(3) Dalam penerJpan sistem seb~gaimana dima1ksudJada ayat (1) wajib dilengkapi
I' I,

dengan prasa~anadan sarana pendukung ya~g dipe~aratkan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan sistem Baku mutu sebagaimana
. . i i

dimaksud pad~ ayat (2), meng'acupada ketentuan ~rundang-undangan.

Pasal17

(1) Gubernur memfasilitasi kerja sama antar daerah untuk menyelenggarakan
! I

pemrosesanakhir sampah.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksan?kan pemrosesanakhir sampah dapat

bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/iKotalainnya;
i r j

:BagianKeenarP
PenetapanLokasi.PemroSesanAkhir

Pasal18

(1) Dalam penetapan lokasi tem~at pemrosesan akhir sampah harus sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah Kapupaten/Kota y,angditetapkan;
Iii

(2) Dalam penetapan tempat pemrosesanakhir ~mpah harus mempertimbangkan:

a. Kelayak~nIingkungan

b. Teknologi

c. Hidrologi



d. Kemiringan zona
; I

e. Jarak dati LapanganTerbang

f. lidak b~leh berada di daerah Iindung/cfigar alam dan daerahbanjir periode

ulang 25 tahun dan/atau~
I
;1

g. Peraturan perundangan yang terkait.

;BagianKetujuh
I Kompensasii

Pasal19

t i

,.
j

(1) Kompensasiy~mgdimaksud dalam peraturan daerah ini adalah:
a. KompenscisiDampak Nega~if '

b. KompensasiJasaPelayanan
. i '

(2) Pemerintah dan Pemerintah 'Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
dapat memberikan kompensa~ikepada oran~ sebagai akibat dampak negatif yang
ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesanakhir sampah

1 I

(3) Dalam pember-iankompensasiharus mempertimbangkan:
a. Kepastiantentang dampak negatif, I

b. Data pendawasandan pe~antauan dampak negatlf
c. Jenis dampak negatif .

I . I

d. Besardan pentingnya dampak negatif
(4) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemro~san akhir sampah berupa:

a. Pencemaranair
i

b. Pencemaranudara
c. Pencemarantanah

t

d. Longsor .

e. Kebakara~dan;
f. Ledakangas methan I .

, I I
(5) Jenis-jenis kompensasiyang diberikan dapat berupa:

a. Pemulihan kualitas Iingkungan '
1 I

b. Biaya kesehatan'dan pengobatan

c. Relokasip'enduduk
d. Penyediaanprasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan, ,

I I '

e. Kompensasidalam bentuk!lain :
(6) Ketentuan lebih lanjut meng~nai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayatI 'i .

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur

dan/atau Per~turan Bupati/wa~ikota.
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~gian Kedelapan
PerlindunganPet<erja

, Pasal20
: I I

Pengelola penangapan sarnpah wajJb menjaga ke$ehatan, keselamatan dan keamanan
" ,

pekerja yang meng~cu pa~a norma
4
standar, pro~ur dan kriteria yang ditetapkan oleh

pemerintah. ! . j !

f¥lgian ,Kesembi~an
penanggulang~n
i 1

I Pasal21 ,
I

I I, I
(1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas penanggulangan

I •

kecelakaan dan pencemaran Iingkungan hid;up akibat tumpah atau berseraknya

sampah dan/atau lindi yang menjadi tanggung jawabnya .
I I .

(2) Pengelola penanganan sampah wajib metniliki standar operasional proseclur

penanggulangim kecelakaand~mpencemaranilingkungan hidup.

(3) Penanggung jawab pengelola' penanganan sampah wajib memberikan informasi
, i i

tentang sta~dar operasional prosedur I penanggulangan kecelakaan dan

pencemaran lingkungan hidup ikepadamasya~akat.
II!

(4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan

kejadian tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi kepada Pemerintah

Daerah'sesuai kewenangannya.iii
(5) Pemerintah', 'Kabupaten/Kota' wajib melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan !penanggulangari kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup

akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi.
I I ;

(6) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan

hidup sebaga~manadimaksud ipada ayat (1)1; ayat (2), ayat (3),' ayat (4) dan (5)

diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengankewenanganI ;i , I '
Bagian Kesepul~h

Tanggap Darurat dan Pemulihan

Pasal22
I I
i i

. I . •

(1) Pemerintah ~abupaten/Kota Ji wajib menyu~un dan menyelenggarakan sistem
, I I

tanggap darurat dalam penan anan sampah :
: i [

(2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi:
f I ~

a. Tidak berfungsinya sistempengangkutan lsampah;
I ' I . I
! .
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(1) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur
• j

pemulihan kualitas Iingkungan~

(2) Penanggung jawab pengelola penanganan $ampah wajib memberikan informasi
, I

tentang standar operasional prosedur pe~ulihan kualitas Iingkungan kepada

masyarakat. j I

(3) Penanggung jawab pengelola penanganan ~mpah wajib melaporkan rencana dan
I

pelaksanaan pemulihan kualitas Iingkunga~ kepada Bupati/Walikota dan/atau
I .

Gubernur dcm/atau Menteri~ dan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pernerintahan
i
di bidang pekerjaan umum.



, ;
I I :

(4) Pemerintah d~m Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap
, '

pelaksanaanpemulihan kualitas Iingkungan akibat kondisi darurat sampah.
! I I.
I

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihqn pencemaran kualitas lingkungan
I I '

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) mengacu pada ketentuan

Peraturan per:undang-undang~n sesuai Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur

yang ditetaPk~n Pemerintah :

I BASVII I

P6RANMASYARAKAT

Pasal24 !

(1) Masyarakat dapat berperan da<'ampengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.
i I

(2) Peran sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1 I I •

a. Pemberian ~sul, pertimbangim, dan saran kepada pemerintah daerah
I ! '

b. pemberian!1 saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam
, .' I I I

pengelolaan sampah' I'

I I

c. Pelaksanaanprogram peng~lolaan sampa~ yang dilakukan secara mandiri danl
I .

atau bekerjasama dengan PFmerintah Dae~ah , .

d. Pemberian Iadvokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanyepengurangan
I

sampah y~ng dilakukan i secara mand,iri dan/atau bekerjasama dengan

Pemerintah Daerah i
I ! i

(3) Peran sebagalmana :dimaksud!pada ayat 2 huruf a, b dan c, dapat disampaikan

kepada peme~intahdaerah sedara Iisandan tertulis, ,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata ~ra peran masyarakat' sebagaimana

dimaksud pad~ ayat (2) meng~cu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIII
INSENTIFDAN DISINSENTIF

I

Pasal25 I
I

(1) ~enghasil sampah yang melaksanakan pro$lram pengurangan sampah sebagai
, '

bagian dari usaha dan/atpu program yang bersangkutan dapat diberikan insentif.

(2) Penghasil sa~pah yang tidak melaksana~n program' pengurangan sampah

sebagai bagian dari usaha dap/atau program yang bersangkutan dapat diberikan

disinsentif. i I

" \
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(3) Insentif dalam pengelolaan sampah meliputi:;
: I !, '

a. Insentiflangsung
b. Insentif tidak langsung

,
(4) Insentif langsungsebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dapat berupa:. , .

a. Uang tunai ! 1

b. Bahandan peralatan !

I '. i
(5) Insentif tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat 3 huruf b dapat berupa:

a. Insentif fiskal !
: !

b. Insentif jasa pelayanan ; .
c. Insentif sbsial 1

(6) Ketentuan le~ih lanjut menger;'aijenis, bentu~ insentif dan disinsentif sebagaimana
I ' I

dimaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengacu pada
ketentuan perundang-undang~n.

BABIX
PENGEMBANGANDAN PENERAPANTEKNOLOGI

'I ', I

Pasal26 i
I

(1) Bupati dan atau Walikota dapat mengembangkan secara swadaya penerapan
r i i

teknologi pengurangan dan penanganan sampah yang ramahlingkungan sesuai
j "

dengan kebijakan dan strategl pengelolaan ~mpah daerah
(2) Setiap orang Idapat mengem~angkan dan menerapkan secara swadaya teknologi

I ; I ..
spesifik lokal untuk pengelolaan sampah' .'

(3) Gubernur, ~upati, : dan afau walikota I memfasilitasi setiap orang yang

mengemban~kan dan menerapkan teknOlcri spesifik lokal untuk pengelolaan

sampah

BABX
i I

KERJASAMADANKEtr1ITRAAN'

BagianKesatu
Kerjasama,

, . Pasal27
i
I

: I ~
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama antar ,PernerintahDaerah

dalam pengelolaan sampah i i .
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan' dalam bentuk

, ' !

kerjasama d~ml atau pembuatan usaha bersama pengelolaan ,sampah dengan ~
berpedoman pada perundang~undanganyang berlaku " .' ~



•

(3) Gubemur mdmfasilitasi kerja~ma antara pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dalam pengel<;>laansampah
!

BagianKedu~
Kemitraan I

iPasal28

i i
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat

bermitra dengan pihak ketiga; [
(2) Kemitraan sebagaimana dim,aksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk

I I I

perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan pihak ketiga yang

bersangkutan~
(3) Perjanjian kerjasama sebagaimanadimaksud :padaayat (2) paling sedikit memuat:

a. subjek keljasama,
b. objek kerj:asama, i
c. ruang Iingkup kerjasama, ,

, i
d. hak dan kewajiban para pihak,,

e. jangka waktu kerjasama,
i

f. pengakhir~mkerjasama,

g. keadaan rnemaksa, dan

h. penyelesaian perselisihan , :
(4) Gubemur memfasilitasi kemitr~an dengan pihbk ketiga dalam pengelolaan sampah

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara ipelaksanaan kemitraan' sebagaimana
1 ' I

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
; I
i I

BABXI i
PERIZINAN 1

I
,I

Pasa 29 !

(1) Setiap orang yang melakukani kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki
, ' I

izin dari Gubemur, Bupati dan/atau Walikota ~suai dengan kewenangannya
, I I .

(2) Izin sebagaim~madimaksud pada ayat (1) ditierikan dengan mempertimbangkan:
,

a. Lokasi
b. Jenis Usaha

I

c. Dokumen Uingkuf1gan
d. KapasitasUsaha

! ! I I

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimanadimaksud
: I I

pada ayat (l)!mengacu pada I<etentuanperu~dang-undangan.
I
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I

jejaring sistem informasi' pengelolaan
I

I

•

i BAB XII ,
DAtA DAN INFORMASI

T

I Pasal30
,

I I
I I
I ' i

(1) Pemerintah Provinsi mengembangkan
: I

I I

sampah sebagai basis data !

(2) Pemerintah ~abupaten/Kota wajib menge"1bangkan basis data dan informasi
I ! I

pengurangan ,dan penanganqn sampah yang lengkap, akurat, dan terhubung

dengan jejarihg sistem infortnasi pengelol~an sampah sebagaimana dimaksud
,

pada ayat (1)'
I

BAB XIII
PEMBIAYAAN ,

I
Pasal31 .

I !
(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah~Pemerintah Provinsidan Pemerintah

Kabupaten/Kdta menggunakan sumber pembjayaan yang berasal dari: .
a. AnggaranPendapatan dan belanja daerah

I : I
b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga '

c. Kompensasi jasa' pelayanan; dan

d. Sumber-sumber dana lainnya yang sah. I
: .! I .

(2) Pelaku usaha wajib membiayai' penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berasal

dari produk d~n/atau kemasa~ yang dihasilkar.
(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan

I
I j I

khusus, fasilitas umum,; fasilitas sosial, dan! fasilitas lainnya dapat berpartisipasi

dalam pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah
I I

BAB XIV i
LARANGAN

Pasal32

5etiap orang atau badan hukum dilarang:
1 '

a. Memindahkan atau membuang sampah ke dalam dan/atau dari dalam daerah
Provinsi Gorontalo tanpa izin Gubemur

b. Mengimpor sarJpah '
c. Mencampur sampah dengan Iimbah berbahaya ~an beracun

: ! ~
d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan Iingkungan
e. membuang sanipah tidak pada tkmpat yang tel~h ditentukan dan disediakan ~



I
sampah dengan' pembuangan terbuka di tempat

yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan
I

I

f. melakukan pehanganan
pemrosesan akt1'ir

I
I

g. membakar sampah
sampah

BABXV
PEMBINMN DAN PENGAWASAN

: I
Bagian Kesat~

Pembinaan i

I,.
;

Pasal33 I

I : ;
Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepacla Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
program pengelola~n sampah meliPruti: . I '. '
a. Sosialisasi dan ~iseminasi meng~nai peraturan: perundangan yangberkaitan dengan

pengelolaan sarppah
b. Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur' pemerintah Kabupaten/Kota dalam

I • I I Ipengurangan sampah !
c. Pembangunan proyek percontohan program pe~gelolaan sampah

I I I !

Bagian Kedua
IPengawasan

Pasal34 j

(1) Pemerintah Ptovinsi Imelakuka~npengawasan!terhadap pengelolaan sampah sesuai

kewenangannya dan serta mengkoordinasikan pengawasan pengelolaan sampah
! I I I :,' ,

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. .
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakuka~ pengawasan terhadap pelaksanaan

pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.
" I

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur ~engan Peraturan Gubernur dan/atau

I

Peraturan BupatilWalikota sesuai kewenangannya dengan didasarkan pada norma,
: I

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

BABXVI :
PENDIDlKANDAN KAMPANYE

: Bagian Kesato
Pendidikan
Pasal35

J
I ' :

(1) Pemerintah Provinsi menanamkan paradigma baru pengelolaan sampah yang

berwawasan lingkungan sejakidini melalui jal~r pendidikan dan pelatihan.



; ' ..

!' ,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan pelatihan sebaga.imanadimaksud

ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan...
I •, I

I

Bagian Kedu~
Kampanye :

Pasal36

Pemerintah Provin~i melakukan kampanye dan kqmunikasi kepada masyarakat melalui
: .., I :

media informasi untuk menanamkan nilai-nilai pengelolaan sampah yang baik dan

berwawasan Iingkungan.
I

BABXVII
SANKSIADMINISTRATIF

I ,

I I

Pasal37 i
: I

(1) Gubernur dapat menerapkan sanksi adiministratif kepada pengelola sampah yang
I 'i I 'melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan

(2) sanksi adminiStratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
I 'I I

a. PaksaanPemerintah
I ':

b. Uang paksa, dant atau

c. pencabuta~ izin I I
(3) Ketentuan lebih lanJut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pa6a ayat (1) dJn ayat (2) mengacu pada ketantuan peraturan

perundang-undangan.
!

i
I BABXVIII !

PENYELESAIANSENGKETA
I

i j

Bagian Kesatu
Umum i

i

Pasal38 i
I

(1) 5engketa yang dapat timbul dari pengelolaan!sampah terdiri atas'
: ' I

a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
b. sengketa antara pengelola $ampah dan m~syarakat

(2) penyelesaian ~ngketa sebaga,imanadimaksu:dpada ayat (1) dapat dilakukan
I '

melalui penyelesaiandi luar pengadilan ataupun melalui pengadilan
(3) penyelesaian sengketa sebaga,imanadimaksu;dpada ayat (1) dan ayat (2)

. I .

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perun<;Iang-undangan JI .



•

i ; Bagian Kedu~ .
Penyelesaian5engketa dihJarpengadilan

Pasal39
. . .

(1) Penyelesaiankngketa di luar Pengadilan dilakukan melalui:

a. Mediasi !
b. Negosiasi.

I

c. Arbitrase' i 1

d. atau pilihan lain dari para pihak yang ber$engketa
: I

(2) Apabila dalani penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud
. : I

pada ayat (1~ tidak tercapai: kesepakatan, !para pihak yang bersengketa dapat

mengajukannya ke pengadilan
I .

! Bagian Ketig~
Penyelesaian5engketa melalui pengadilan

I Pasal40 I
,

. l i
i I I

(1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan

melawan hukwm I
(2) Gugatan' perbuatan melawan hukum se~gaimana dimaksud' pada ayat (1)

! I 1 ..'

mensyaratka~ penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan

hubungan se~ab akibat antarajperbuatan da~ kerugian yang ditimbulkan. .' .
(3) Tuntutan dal~m gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud padaI ; I

ayat (2) dapat berwujud ganti !kerugian danl btau tindakan terteritu.

"1: I!
~'BagianKeemp~t

Gugat;JnPerwakilan Kelompok
I I

Pasal41 i

I

Masyarakat yang ~irugi~n akibat! perbuatan me~awan hukum di bidang pengelolaan

sampah berhak me,ngaju~anguga~n melalui perw~kilan kelompok
: ! I
i '

! Bagian Kelima
:Hak Gug~t Organisasi p~rsampahan

Pasal42

. . I I

(1) Organisasi dersampahan b~rhak mengaj~kan gugatail' untuk kepentingan

pengelolaan :ampan yang amfn bagi keseharn masya~akatdan Ungkungan 't
I i ~

I'



I\ I

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada
Iii

tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, 'kecuali biaya atau pengeluaran riil

(3) Organisasi ~ersampahan yang berhak mengajukan gugatan .sebagaimana
. ,

dimaksud pa9a ayat (1) harus,memenuhi pe'Waratan
I I I

a. berbentuk badan hukum . ,
I

b. mempunyai anggaran da~r di bidang pengelolaan sampah; dan

c. telah mel~kukan kegiatan
l
nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan

I I I
anggaran'dasarnya: :

BABXIX I

I PENYIDIKANl

Pasal43 i

! I I

(1) Selain Penyidlk Pejabat Polisi Negara RepubUkIndonesia, Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu ,di Iing!<unganin~nsi pemerin~h yang Iingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai
• I

penyidik sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Penyidik PegawaiNegeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang:
, ,

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang pengelola~nsampah

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
i

di bidang pengelolaan sampah '

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa
I .

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan,icatatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tin~ak pidana di bidang pengelola~n sampah

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti,

pembukuah, pencatatan,: dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap ?ahan dan bar~ng hasil keja~atan atau pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di ~idang pengelolafilnsampah
I '

g. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikari dan hasil penyidikannya kepada

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
I ! :

I .
I,



•

j 1 !

h. Penyldik Pejabat pegawai Negeri Sipi! sebagaimana dimaksud ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik
I : :

Pejabat POlisiNegara Repu~lik Indonesia .
I

BABXX I

KETENTUANPIOANA

Pasal44
, I
1 , I '

(1) Barang siapa'melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 huruf a,

huruf b, hur~f C, huruf d, d~n huruf f, diahcam pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyaki Rp.50.000.000,OO (lima puluh juta
! i I I ...

rupiah). : ,
j i i

(2) Barang siapa:melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e

dan huruf g~ diancam pidana kurungan pa~ing lama.1 (satu) bulan atau denda
, '

paling banya~ Rp.1.000.000,O,o(satu juta rUp'iah). .

(3) Tindak pida~a sebagaimand dimaksud p~da ayat: (1) dan ayat (2) adalah

pelanggaran.! I I
(4) selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap

I .
. . I

ketentuan pengelolaan sarnpah yang tidak memperhatikan norma, standar,

prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan
I 'I I

masyarakat, 'gangguan keamanan, pencemaran Iingkungan, dan/atau perusakan

Iingkungan, dikel1akan ancaman pidana ses~ai ketentuan peratauran perundang-

undangan. . ;
I I , I . .

(5) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diailcam dengan pidana yang lebih tinggi

dari ancaman pidana dalam I Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman

pidana yang .Iebihtinggi.

(6) Denda sebagaimana dimaksua pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan

disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Gorontalo.
, I

I

BABXXI
! • I

KETENTUANPERAUHAN

Pasal45 j

I
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,: maka semua ketentuan mengenai

,

pengelolaan sampah yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan dibawah

Peraturan Da~rah ini masih tetap berlakusepanjang belum dirubah dan tidak
I l i ..

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



. i BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP.
I

I

Pasal46:

Peraturan Dae~ah ini mulai berlbku pada tangg~1 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan P.eraturan Daerah
, i ! .

ini dengan me~empatkannya p~da Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
• i' .

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal g. A. 13

JSUBERNUR
I

I

T,

II .
Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal D Anril.: 2013 i

SEKRETARIS DAEro\H PROPINSI GbRONTALOIpA(; :
{fl!~I~, I

Prof. Dr.. IL Hj. WINARNI MONOARFA. MS
PEMBINA UTAMA

1 :
NIP 19621121 198503 2001

; i i .' .
LEMBARAN DAERAIrl PROPINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR Col ..



PENJELASAN;
!

ATAS I

I PERATURANDAERAHPROVIf'~SIGORONTALO

NOMOR 3, TAHUN,2013
i I
. TENTANG

PERSAMPAHAN

1. UMUM

Pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan Iingkungan di Wilayah Provinsi

Gorontalo adalah Salah satu segi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dalam

rangka mewujudkan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat Gorontalo, dan
I

sebagai syarat terpeliharanya kesehatan masyarakat.

Dalam rangl<a memujudkan upaya pengelolaan sampah yang baik,

berkesinambungan dan berwawasan Iingkungan, dukungan dari masyarakat Gorontalo
I . I I

mutlak diperlukan..

Dengan disahkannya Undang - Undang; Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republi~ Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembarim Negara Republik Indonesia' Nomor 4851), Pemerintah Provinsi

diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan
I . ,

sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah serta melakukan koordinasi, pembinaan

dan pengawasan ipemerintah kabupaten/kota. Ipemerintah Daerah juga didorong

meninggalkan parapigma lama yang bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah

dikumpulkan, diangkut dan dibuahg ke tempat pemrosesan akhir yang temyata

membawa dampak' besar pada menurunnya kualitas Iingkungan. Adapun paradigma

baru pengelolaan :sampah saat il1i adalah pen~elolaan sampah yang dimulai dari

sumbernya, memili~i nitai ekonomi dan bermanfaat bagi manusia.

Pemerintah m~nyadari keberh~silan pengelol~an sampah di Gorontalo ditentukan

oleh sikap, keped~lian dan kesad~ran serta perilaku individu masyarakat Gorontalo

dalam mengurangi dan menangani sampah dihasilkannya.

Dalam kontekS lokal, masyarakat Gorontalo isesungguhnya telah memiliki nitai -

nilai kearifan Religius dalam rqngka menjaga kelestarian Iingkungan, dimana
I I

pengelolaan sampah dapat menjadi bagian di dalamnya yang merupakan modal sosial
I
I ' '

untuk dapat mendukung dan mendorong kesadaranmasyarakat agar memenuhi tujuan

peraturan daerahini sesuai dengan harapan d,an cita-cita yang tercantum dalam
I . I

Undang-Undang nomor 18 tahun 20b8 tentang Pe~gelolaansampah.



•

Akhirnya kita ~mua. berharaPImelalui Peraturan Oaerah ini, keberadaan dan citra
: 'I ~ ' '

Gorontalo sebagai fkon ~uslim wiarah timur den~an keragaman adat istia~atnya, juga
ditunjang dengan !kebersihan, kes~hatan Iingkungan, danpengelolaan sampah yang

, I :, . ,

baik dan berwawaspn Iing,kungan.

II. PASALOEMIPASAL
I

Pasal1
Cukup jelas

Pasal2
Ayat (1)

Huruf:a
I

, Cukup Jelas
I

Huruf b
, "

! Yang dimaksud sampah sejfniS sampah rumah tangga adalah
sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan' komersial,

: '
I kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum,

, dan/atau fasilitas lainnya.
I i

HurufC
\ Yang dimaksud sampah sP,esifik adalah sampah yang sifat,
konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Ayat (2)
CukupJelas

i
Ayat (3) . ,

Yang! dimaksud d~ngan Kawasc1n Komersial antara lain: pusat

perdagangan, pasar,: pertokoan, hotel, perkantoran, restauran, tempat
I I I

wisata dan tempat hiburan.
Yang i dimaksud Fasil'itas Sosial antara lain terminal', angkutan umum,

! '

pelabuhan laut, tempat pemberhentian kendaraan umum,' taman, jalan
I I II I

dan trotoar. ' , , '

Yang I termasuk fasilitas lain yang I tidak temasuk kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus,i fasilitas social, fasilitas umum yaitu

I : I
antara lain, 'rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit,k1inik,

I,' : .

pusk~smas, kawasan;pendidikan, ka~asan pariwisata dan pusat kegiatan

O,lah~ga~ i, i
Kawasan khusus adalah wilayah y~ng bersifat khusus, yang digunakan

, "

untu~ kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kclwasan'eagar
: I : '

budaya, taman nasional, pengembangan industri' strategis dan
! i I

peng~mbangan teknologi tinggi. I '



Ayat(4)

Cukup Jelas

Pasal3
Yang dimaksL!dasas tanggung jawab adala~ pemerintah dan pemerintah daerah

I I ! -

mempunyai tanggung jawab pengelolaan j sampah dalam mewujudkan hak
, I

masyarakat terh~dap -Iingkungan hidup Wing baik dan sehat sebagaimana. .
diamanatkan pasal 28h ayat (1) UUD945.

!. )

: i,

Yang dimaksud asas berkelanjutan adalah p~ngelolaan sampah dilakukan dengan
I I' -

menggunakari metode dan: teknik yang i ramah Iingkungan sehingga tidak
I I I

menimbulkan i dampak negatif terhadap ke*hatan .masyarakat dan Iingkungan,

baik pada ge~erasi masa kini rpaupun generaFiyang ak~n datang.
, ' I

Yang dimaksud dengan asas manfaat adal~h bahwa pengelolaan sampah perlu
! I !
I I Imenggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang

dapat diman~aatkan untuk m~menuhi kebut~han maS'{arakat.

Yang dima~ud asas kesad~ran adalah ~ahwa dalam pengelolaan sampah
pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan

kesadaran untuk mengurangi dan menangani:sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksJd dengan asas keamanan adal~h bawaha pengelolaan sampah yang

baik harus m~njamin dan melifldungi masyar~kat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud d,engan asas keseimbangap dan keharmonisan adalah bahwa
pengelolaan sampah oleh seluruh pemangku kepentingan diselenggarakan dengan

I

memperhatikan prinsip - prinsip keseimbangan dan keharmonisan Iingkungan

berdasarkan nilai - nilai kearifan lokal.

Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan
• I I

sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga

memberikan nilai tambah.

Pasal4
Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat

1 ' , •

j . I
penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara,

tempat pengo\ahan sampah terpadu dan/atau pemrosesanakhir sampah.
J I !

Pasal5 "

Ayat (1)



j.

•

•

i
Cuj<upJelas

Ayat (2)

Huruf a
i
i Cukup Jelas

Huruf:b
i
Cukup Jelas

Huruflc

i Cukup Jelas
I

Hurufd
! Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat(4)

Cukup' Jela~
!

Pasal6
Ayat (1) " . i

H~rufla I:

.~ ' CukLipJelas

Huruflb

i cuku~ Jelas
Huruf'c

j ,

I Cukup Jelas

Ayat (2) :
i : :

Hurufa

I Cukuq Jelas
Huruf.b

I ' ;
Cukup Jelas

Ayat (3)

CukupJelas

Ayat(4)

Cukup jelas
!

Pasal 7
Ayat (1)

Cu~up'jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

..
i

! .
I •, .

, .
!
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. I

Pasal8
Ayat (1)

Cukup jelas i
! - .
f

Hurufa
i Cukup Jelas

Huruflb
.Cukup Jelas

Huruf!c

:Cukup Jelas

•
Ayat (2) r,

Cukup Jelas

Ayat (3) :
i

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

!

Ayat (5) I

Yang dimaksud dengah bahan pangan dan .atau kemasan lainnya adalah
I. I I". .segala sesuatu yang berasal dar!. sumber .hayatl produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, Ipeternakan, perairan dan air baik
yang ~iolah maupun titlak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau
minuman yang dikon~umsi manusia idan k~masan pangan adalah bahan
yang digunakan untuk!mewadahi danlmembungkus pangan.

Pasal9

Ayat (1) I,
Cukup jelas

I

Ayat(2) I

Cuku~ jelas
I

Ayat(3)
,I .

Cukup jelas

Pasal10 i
t
I '
t

: ' ...

Ayat (1)
! : i I

Pemilahan sampah dilakukan denganimetode yang memenuhi persyaratan

keamanan, kesehatan; Iingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
I I '. I'i 1 !

Ayat (2) .
I

Cuku~ jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
!

Ayat (4) ! J



. r
r

Pasal12

Ayat (1)

Cukup Jelas

.Ayat (2)

Cukup Jelas
I
I

Ayat (3)

Cukup Jelas

I
I

Cukup jelas
i

Pasal 11 I..
Ayat (1) I.

i
Cukup Jelas

Ayat (2) !
Cukup Jelas

I
Ayat(3)

Cuku~ Jelas

Ayat (4)
I

Cukup Jelas

Ayat(5) I

Cukup Jelas
i

Pasal13

Ayat (1)

Cukup Jelas
I

Ayat (2)
I

Cukup Jelas

;-
I

Ayat (4)

Cukup Jelas
!

Ayat (5)

Huru"a

, Cukup Jelas
I
i

Hurufb'

! CUkUPJelas

Huru~c'

I Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

i

Ayat (6)

Cukup Jelas
I



Pasal14

Ayat (1)

Cuku~Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat(3)

Pasal15

Huruf:a
I, .
ICukup Jelas

Hurufib
I

;Cukup Jelas
I

•

•

Ayat(1)

Cukup Jelas
IAyat (2) ,

CukuRJelas

Ayat (3)

CukuJ Jelas

Ayat(4)

Cukup Jelas

Pasal16

Ayat (1)

Huruf a

Metoda ini merupakah peningkatan i dari open dumping dimana secara

periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk

mengLrangi potensi :gangguan Iin~kungan yang ditimbulkan. Dalam

operasionalnya juga GJilakukanperataan dan pemadatan sampah untuk
• ; I

meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA.
! J

Huruf b
I :

Metode ini merupakari metode standar yang dipakai secara intemasional

dimaria penutupan Sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi

gangguan yang timbul, dapat diminimalkan
i ' ~

Hurufic

Meto~e pemusnahan ~mpah dengan;cara pembakaran
I I ! .

Hurufid



j

I '

•

Metode pemanfaatan: gas yang terbentuk. dari. proses dekomposisi
I I

anaerobik sampah organik

i
I
I

Huruf e
I ' i t 1 . .

Metoqe pemanfaatan gas yang terbentuk da'ri proses dekomposisi sampah
: . i ..

padalandfill
I .

Ayat(2)

Hurufla
Cukup Jelas

i
Huruf'b

j Cukup Jelas

Hurufjc
I. Cukup Jelas
I

Hurufld

i Cukup Jelas
Ayat (3) j

cUkuq Jelas

Ayat (4) ., I
Cukup Jelas

Pasal17 I

•
Ayat (1) ;

I
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal18
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Hurufic
. Cukup Jelas

Huruf:d

i Cukup Jelas
!

I

"
"

I



"\

Hurufie
Cukup Jelas

Hurufif

i Cukup Jelas
I

Huruf 9
i Cukup Jelas

Pasal19
Ayat (1)

Komt*nsasi merupaka:nbentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap
! : ! .

pengelolaan sampah qi tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif

terhadap orang.! i

•
Ayat(2) I"

Huruf a

i Cukup Jelas

Huruf:b.
1
;Cukup Jelas

i
I •

Huruf,c
I

1 'Cukup Jelas

Hurufjd
I Cukup Jelas
I .

Ayat (3)
•

Hurufia
I

ICukup Jelas
Hurufb .

I Cukup Jelas

H~ruflc .
: Cukup Jelas

Hurufid
I Cukup Jelas

Ayat (4)

Hurufia
. Cukup Jelas.

Huruf:b

i Cukup Jelas
Huruf c

i Cukup Jelas



Huruf,d
i .
! Cukup Jelas

Hurufie
I

i Cukup Jelas
!

Huruff

i Cukup Jelas
I

Ayat (5) ;
i

Huruf:a

:Cukup Jelas
I .'

Huruf b
i Cukup Jelas

Huruf c
I
Cukup Jelas

Huruf!d
,Cukup Jelas

Huruf1e

ICukup Jelas
!

Ayat (6)

O,Jku~Jelas

: ' ...

Pasal20 I ,
• I :I i I .

Kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja merupakan perlindungan
pekerj,a, termasuk perlindungan atas ~ak-ha~ dasar pekerja. ..' . .'

Pasal21
Ayat (1)

cukuJ Jelas

Ayat (2) I

Cukup Jelas
Ayat (3) I

Cuku~ Jelas :
Ayat (4)

Cuku~ Jelas :

Ayat (5)
Cukup Jelas: .

Ayat (6) !
~~ku~ Jelas I

Pasal22
Ayat (1)

I
;.



•
Ayat (3) "

Hurufa
I
I Cukup Jelas

Hurutl b
: Cukup Jelas
I

Huruf c
: Cukup Jelas

Huruf d
I, Cukup Jelas

Ayat(4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

I

I

Ayat (6)

Cuku~Jelas
Ayat (7)

!
Cukup Jelas

Pasal23
Ayat (1)

I

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

CUkup Jelas
! -

Ayat (4) ,
I

.1 'Cukup Jelas:
"
I

, ,
,

I ~ : ',." .



Ayat (5) ,
!

CukupJelas

Pasal24

Ayat (1)
I

CukupJelas '

Ayat (2) !
Hurufa

! CukupJelas

,

Hurufb
i

1,'! Cukup Jelas

Hurufic,
, Cukup Jelas
i

Huruf!d

I Cukup Jelas
Ayat (3)

i '
Cukup Jelas i,

Ayat (4) I
; I '

Cukup Jelas

Pasal2S I
Ayat (1) ! '

Insentif dapat diberikan misalnya'

menggunakan bahan: produksi yang

proses alam dan ramar Iingkungan. i
i : I

Ayat (2)

: '

, '

kepada 'penghasil sampah yang

dapat atau mudah diurai dengan

Disinsentif dikenaka~ misalnya P9da penghasil sampah' yang yang

menggunakan bahan produksi 'yang sulit diurai dengan proses alam, sulit

diguna ulang dan/ataJ didaur ulang ~erta tidakramah Iingkungan.

Ayat (3) i
Huruf a

: Cukup Jelas

Hurufb
I
I

, Cukup Jelas

Ayat(4)

Huruf a
I " '
Cukup Jelas

Hurufj b



•

Cukup Jelas

.Ayat (5)

Huruf a

: Cukup Jelas

Huruf: b

Cukup Jelas

Huruf; c

Cukup Jelas

Ayat(6)

Cukup Jelas

Pasal26

Ayat (1) i'
Cukup Jelas

i
Ayat (2) .

Cukup Jelas

Ayat (3) I

Cuku~ Jelas

Pasal27

Ayat (1) ,
I i

Cukup Jelas

Ayat (2) !
Cukup Jelas

Ayat (3) I
I .

Cuku~ Jelas



Pasal 29

J

Huruf a

I Cukup Jelas

Huruf,b
I
. Cukup Jelas

I
Hurut:d

i i
~Cukup Jelas

Hurufie.
i Cukup Jelas
I

Hurufif
I

Cukup Jelasi .
Hurufig

: Cukup Jelas,

Huruf h

! Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas
!
I

Ayat (1)
I .

Lingkup perijinan yang diatur ole~ pemerintah antara lain memuat
I

persy~ratan untuk memperoleh ijin, j~ngka waktu ijin dan berakhirnya ijin.

Ayat (2)

I
Hurufi c

i Cukup Jelas i
i ~

Huruf d

i Cukup Jelas

Ayat (3) j
I

Cukup Jelas

Pasal30 i
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas'
I

Pasal31

Ayat (1).

;' '.



• Cukup Jelas

Huru~d

I Cukup Jelas
I

,

I
Huruf a

! Cukup Jelas

I
Huruf b

1 Cukup Jelas

Huruf c
I
I

Ayat (2)

Cukup Jelas
I

Ayat (3)

CUkupJelas

Pasal32

Cukup Jelas ,

Pasal33

Cukup Jelas

Pasal34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal35

Ayat (1)
Paradigma baru pengelolaan sampah adalah bahwa pendekatan

j ! "
pengelolaan sampah J tidak lagi bertumpu pada pendekatan akhir (end

pipe)~ akan tetapi pttngelolaan sa~pah saat ini harus didasarkan pada
, ,.
pandangan pengelolaan sampah. yang dimulai dari sumbemya,

berwawasan Iingkungan, meiniliki nilai ekonomi, dan, bermanfaat bagi

man~sia.
i

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal36
I
I

Cukup Jelas

Pasal37

Ayat (1)

"
i,



Cukup Jelas,

Ayat (2) "
Huruf a ! ' I "

I •

i Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang
• i i dilakukan oleH Pemerintah :oaerah untuk memulihkan kualitas

" .

l'lingkungan dalam keadaan !semula dengan bebcim biaya yang

, ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan
, 1 I.

dalam peraturan perundang -:undangan.

Huruf b :
, Uang paksa merupakan uang,yang harus dibayarkan dalam jumlah
. : 1 I! tertentu oleh ~ngelola sampah yang melanggar ketentuan dalam

i peraturan perundang - undangan sebagai pengganti dari
I I I I i
I pelaksanaansanksi paksaanpemerintah.

Huruf c
, Cukup jelas
1 .

Ayat(3) ,

Cukup Jelas,
Pasal38

; i

Ayat (1) i ! i
Sengketa Persampahanmerupakan perselisihan antara 2 (dua) pihak atau

lebih I yang. ditimbulkan oleh adanya atau diduga' adanya gangguan

dan/atau kerugian t~rhadap keseh9tan masyarakat dan/atau Iingkungan
,t . 1 (", •

akibat kegiatan pengelolaansampah~

Hurufa i
, CukupJelas

Huruf b

; Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat(3)
Cukup jelas

Pasal39
Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampah~n diluar pengadilan diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan meng~nai bentuk dan besarnya ganti rugi

! , I

dan/atau mengenai' tindakan tertentu guna menjamin tidak akan

terja9inya ataU terul~ngnya damp~k negatif dari kegiatan pengelolaan
I ' , ,

sampah. '

Ayat (2)

CukUr Jelas ~



,

Pasal40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal41

Gugatan pe~akilan kelom~k dilakukan n\elalui pengajuan gugatan oleh satu

orang atau Ie;bihyang mewak!1i diri sendiri at;au mewakili kelompok.

Pasal42

Ayat (1)

Orga~isasi persamP9han merupak~n kelompok 'yang terbentuk atas

kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan
, I

kegiabnnya meliputi bidang pengelolaan sainpah.

Ayat (2) I I
Yang, dimaksud biaya .atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata

Ii: j

dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3) I
Huruf a

!
! Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Hurut c

i Cukup Jelas
I

Pasal43

Cukup Jelasl

Pasal44 I
Cukup Jelas

Pasal45

Cukup Jelas,

Pasal46

Cukup Jelas:

i 'I. , I

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:NOMOR ..03,
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